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BAB 11
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan

sebagat jawaban atas permasalahan yang diajukan, yaitu:

L.

Faktor yang menyebabkan/ mendorong terjadinya perbuatan
kriminal pemalsuan obat berdasarkan teori ekonomis yaitu karena
pengaruh kemiskinan dan kemakmuran. Ketegangan yang timbul
karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan
jika ditinjau dari segi kriminologis yaitu faktor penerapan sanksi
pidana terhadap pelaku pemalsuan obat tidak terlalu berat sehingga
pelaku mengulangi perbuatannya setelah ia keluar dari lembaga
permasyarakatan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk
menanggulangi tindak pidana pemalsuan obat yaitu; dapat secara

penal dan non penal. Upaya penal yang dilakukan oleh aparat

" penegak hokum yaitn pencrapan sanksi pidana terhadap pelaku

yang dilakukan berdasarkan sistem peradilan pidana. Setelah
BPOM mendapatkan aduan dari masyarakat kemudian dilakukan
pengujian sampling, apabila didapati sampling bukan merupakan
barang yang asli maka kemudian dilakukan penyelidikan oleh

pihak aparat kepolisian.setelah ditemukan bukti maka perkara
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tersebut di proses melalui sistem peradilan pidana. Sedangkan
usaha non penal yaitu BPOM melakukan penyuluhan terhadap
masyarakat tentang bagaimana cara membedakan antara obat palsu
dengan yang asli, serta mengarahkan pelaku pemalsuan obat untuk
tidak melakukan perbuatannya kembali dengan memberikan
pelatihan kerja terhadap bidang usaha yang lain.

B. Saran

Adapun saran atas kesimpulan diatas yaitu;

1. Bahwa perlu adanya keserniusan dan ketegasan dari aparatur penegak
hukum khususnya Hakim, Jaksa dan Kepolisian dalam menyelesaikan
permasalahan pemalsuan obat tersebut di pengadilan serta perlu adanya
perubahan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku pemalsuan obat
sebagaimana yang diatur dalam pasal 386 ayat 1 dan 2 KUHP, menurut
penulis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pemalsuan obat dapat
menimbulkan kematian maupun setidak-tidaknya menimbulkan cacat fisik
karena keracunan dari bahan yang dipalsukan oleh pelaku hal tersebut perlu
dilakukan agar masyarakat tidak merasa resah dalam mengkonsumsi obat
terutama jenis obat Paten.

2. Bahwa PPNS Badan POM diharapkan dapat melaksanakan penyelidikan
dan penyidikan kasus tindak pidana obat palsu secara mandiri dan
propesional, perlu melibatkan sektor terkait dengan penegak hukum

lainnya dan masyarakat.
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3. Bahwa untuk masa yang akan datang BPOM perlu memperketat
pengawasan terhadap peredaran obat yang legal melalui sarana-sarana
kesehatan, sampling, rumah sakit, apotek, juga sarana non kesehatan
seperti toko-toko obat tradisional maupun non tradisional. Karena salah
satu hambatan yang paling berat untuk menemukan obat palsu yaitu pada
sarana-sarana tidak resmu seperti toko-toko. Serta dengan adanya UU RI
No. 23 tahun 1992 dan UU RI No. 8 tahun 1999, dapat digunakan sebagai
landasan hukum oleh PPNS Badan POM untuk menindak-lanjuti kasus

tindakan pidana di bidang obat palsu secara pro justitia.
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